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RINGKASAN 

 

Penelitian disertasi yang berjudul “Hakikat Kedudukan Hukum Wanita 

dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Bali Berdasarkan Era Kesetaraan 

Gender” disusun dalam empat bab. Masyarakat Bali masih menggunakan hukum 

waris adat dalam pembagian warisan pada komunitasnya. Sistem kekerabatan 

yang dianut adalah sistem kekerabatan patrilineal dimana ahli waris pada 

umumnya adalah laki-laki. Sistem patrilineal menempatkan laki-laki pada posisi 

superior sedangkan wanita berada posisi inferior dalam segala hal termasuk dalam 

kewarisan. Kondisi ini akan menyebabkan wanita tidak memiliki posisi tawar 

dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. Akibatnya, wanita mengalami kesulitan 

untuk mengakses keadilan. Penelitian ini membahas dua permasalahan yakni 

hakikat ambivalensi sistem patrilineal masyarakat adat Bali terhadap kedudukan 

hukum wanita. dan perkembangan sistem pewarisan adat Bali terhadap kedudukan 

hukum wanita dalam perspektif kesetaraan gender. Penelitian ini merupakan 

penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai hakikat kedudukan hukum 

wanita dalam sistem pewarisan masyarakat adat Bali yang menggambarkan 

dinamika kedudukan wanita dalam hukum waris adat Bali. Pendekatan penelitian 

dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, 

dan pendekatan filosofi. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif.  

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk 

kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan 

memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis, sistem kekerabatan 

di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem 

matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem kekerabatan yang dianut 

oleh masyarakat adat Bali adalah sistem patrilineal, sehingga penarikan garis 

keturunan adalah berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dalam hukum adat Bali, 

laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang menentukan keputusan baik secara 

internal yakni dalam rumah tangganya, maupun secara eksternal yakni penentu 

keputusan dalam komunitas adat dimana keluarganya menjadi anggota dari 

banjar/ desa adat. Dalam sebuah keluarga di Bali khususnya yang beragama 

Hindu, tidak memiliki seorang anak laki-laki adalah sebuah permasalahan yang 

cukup besar. 

Pewarisan menurut hukum adat Bali tidak identik dengan membagi harta 

peninggalan (warisan) orang tua dan leluhur (pewaris) oleh ahli waris, melainkan 

mengandung makna pelestarian, pengurusan dan penerusan swadharma (tanggung 

jawab) dan swadikara (hak) terhadap peninggalan pewaris dalam berbagai wujud 

dan sifatnya. Kondisi ini sejalan dengan teori hak asasi manusia yakni relativitas 

budaya. Kedudukan wanita sangat dimuliakan dalam ajaran agama Hindu. 

Sebagaimana dalam teori receptie oleh Snouck Hurgronje sebagaimana yang telah 

dibahas sebelmunya, maka apabila terjadi pertentangan antara hukum adat dan 

hukum agama maka yang dipakai adalah hukum adat. Dengan demikian, dalam 

penentuan waris di Bali, yang digunakan adalah hukum adat Bali. 
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Sistem kekeluargaan patrilineal (kapurusa) yang dianut oleh orang Bali-

Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus kapurusa yang dianggap dapat 

mengurus dan meneruskan swadharma (tanggung jawab) keluarga, baik dalam 

hubungan dengan parahayangan (keyakinan Hindu), pawongan (umat Hindu), 

maupun palemahan ( pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan 

Hindu). Dalam hukum adat Bali, laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang 

menentukan keputusan baik secara internal yakni dalam rumah tangganya, 

maupun secara eksternal yakni penentu keputusan dalam komunitas adat dimana 

keluarganya menjadi anggota dari banjar/ desa adat. Konsekuensinya, hanya 

keturunan yang berstatus kapurusa sajalah yang memiliki swadikara (hak) 

terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus pradana (wanita), 

tidak mungkin dapat meneruskan swadharma, sehingga disamakan dengan orang 

yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (ninggal kedaton), dan oleh karena 

itu dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga. 

Secara filosofis, hukum waris adat sebagaimana sama halnya dengan waris 

adat di Bali, dalam pelaksanaanya harus dihayati dan diamalkan sesuai dengan 

falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Para penggiat HAM khususnya 

HAM bagi wanita Bali berusaha membentuk pola tatanan adat yang baru untuk 

mensetarakan kedudukan laki-laki dan wanita di Bali, hal ini didasarkan pada 

ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 

Secara yuridis, pemikiran yang mendasar mengapa wanita patut diperhitungkan 

sebagai ahli waris adalah persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan 

wanita yang disebut dengan kesetaraan gender. Secara sosiologis, masyarakat Bali 

saat ini menyadari bahwa hubungan timbal balik orang tua dan anak tidak terbatas 

pada orang tua dan anak laki-lakinya, anak wanita juga menjalankan 

swadharmaning sentana kepada orang tuanya meskipun sudah kawin keluar. 

Beban tanggung jawab laki-laki dalam keluarga juga semakin berkurang karena 

adanya kegiatan ngaben massal. 

Hasil Pasamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman III tanggal 15 

Oktober 2010 yang dituangkan dalam Keputusan Pesamuhan Agung Majelis 

Utama Desa Pakraman Bali Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, telah 

diatur ketentuan baru terkait hak ahli waris bagi kaum wanita (predana). Setelah 

dikeluarkannya Keputusan Majelis Desa Pakraman Nomor III tahun 2010 yang 

berisi aturan tentang hak mewaris dari wanita Bali, diharapkan dapat menjadi 

pedoman bagi masyarakat hukum adat dengan mengadopsi isi dari keputusan 

tersebut dalam awig-awig desa pakraman. Dalam perumusan sebuah awig-awig 

desa pakraman yang masih sangat erat dengan kebiasaan yang telah diakui dan 

dilakukan secara turun temurun tidak serta merta dapat bergeser dengan 

mengadopsi Keputusan Majelis Desa Pakraman, karena masyarakat hukum adat di 

Bali yang beragama Hindu berpegang pada Hukum Tuhan yang dipercayai dan 

menjadi landasaran hidup bagi masyarakat hukum adat di Bali.  

Keputusan Pesamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Bali 

Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 kini terus disosialisasikan ke desa-desa 

pakraman di seluruh Bali agar ditindaklanjuti dengan mengadopsinya ke 

dalam awig-awig atau pararem. Dalam Keputusan Pesamuhan Agung Majelis 

Utama Desa Pakraman Bali Bali itu disebutkan ahli waris yang kawin ke luar dan 
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berstatus pradana atau tidak berada di rumah dalam istilah Bali disebut ninggal 

kadaton terbatas, berhak atas sepertiga dari warisan gunakaya (hasil kerja/harta 

gono gini) orang tuanya, setelah dikurangi sepertiga untuk duwe tengah atau 

untuk perawatan orang tua. Dengan kata lain, wanita mendapat setengah dari harta 

warisan gunakaya yang diterima oleh saudara laki-lakinya yang berstatus purusa. 

Seperti halnya dalam sebuah negara yang memiliki undang-undang atau 

hukum yang dibuat untuk mengatur negara dan masyarakatnya. Dalam kelompok 

masyarakat yang lebih kecil dari negara pun memiliki hukumnya sendiri, 

kelompok masyarakat tersebut disebut dengan masyarakat adat. Masyarakat 

hukum adat, termasuk masyarakat hukum adat di Bali memiliki sebuah organisasi 

yang bertugas untuk membuat hukum atau aturan yang akan mengikat kepada 

masyarakat hukum adat yang disebut dengan awig-awig dan paparem. Diseminasi 

peraturan dilakukan dengan sosialisasi. Sosialisasi dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia adalah upaya memasyarakatkan sesuatu hingga menjadi dikenal 

dipahami, dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi adalah upaya yang penting untuk 

dilakukan, agar apa yang telah dikeluarkan, diputusakan dan ditetapkan dapat 

diketahui secara luas, karena bila tidak ada sosialisasi maka dapat dipastikan 

segala sesuatu yang menjadi tujuan dari apa yang telah dikeluarkan, diputuskan 

dan ditetapkan tersebut tidak akan diketahui secara luas dan tidak akan mengena 

pada apa yang diharapkan.  

Hakikat ambivalensi sistem patrilineal masyarakat adat Bali terhadap 

kedudukan hukum wanita disatu sisi melepaskan wanita dari kewajiban terhadap 

keluarga asalnya, namun di sisi lain menempatkan wanita pada posisi inferior. 

Dalam konteks hukum waris adat, ahli waris adalah laki-laki, sedangkan wanita 

bukanlah ahli waris. Hak waris adat Bali dalam perspektif kesetaraan gender 

berlandaskan pada Pancasila dan pemenuhan hak asasi manusia. Rekonstruksi hak 

mewaris bagi wanita dalam hukum adat Bali nantinya perlu mengatur mengenai 

hak waris terutama bagi anak wanita yang kawin keluar dan tidak memiliki 

saudara laki-laki serta hak janda yang perkawinannya putus karena kematian. Hak 

untuk menikmati harta kekayaan tidak sesuai dengan perkembangan zaman 

karena kini sudah semakin banyak wanita yang bekerja dan berpenghasilan, 

bahkan justru menjadi tulang punggung keluarga. Sistem pewarisan yang 

mengabaikan hak wanita didasari pemikiran pada masa lalu dimana wanita hanya 

memiliki peranan dalam rumah tangga saja. Dalam jangka pendek sebelum 

rekonstruksi hak mewaris bagi wanita yang berdasarkan era kesetaraan gender 

dilakukan, pemberian harta kekayaan bagi anak wanita dapat dilakukan dengan 

pemberian ketika orang tuanya masih hidup. 
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ABSTRACT 

 

 

The dissertation research entitled " The Nature Of Women's Legal Position 

In The Bali Traditional Community Instruction System Based On The Era Of 

Gender Equality" discusses the patrilineal system placing men in a superior 

position while women are in an inferior position in all respects including 

inheritance. As a result, women are not heirs in Balinese customary law. This 

violates the principles of justice, protection of human rights and gender equality. 

This study discusses two problems, namely 1) the nature of the ambivalence 

of the patrilineal system of the Balinese customary community towards the legal 

position of women and 2) the development of the Balinese traditional inheritance 

system on the legal position of women in the perspective of gender equality. 

This research is a normative juridical research that examines the nature of 

the legal position of women in the inheritance system of Balinese indigenous 

peoples which describes the dynamics of women's position in Balinese customary 

inheritance law. The research approach is carried out with a statutory approach, 

a legal concept approach, and a philosophical approach. The types of legal 

materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The 

analysis was carried out qualitatively. 

Inheritance according to Balinese customary law is not identical with 

dividing the inheritance (inheritance) of parents and ancestors (heirs) by the 

heirs, but contains the meaning of preservation, management and forwarding of 

swadharma (responsibility) and swadikara (rights) of inheritance in various 

forms and forms. This condition is in line with the theory of human rights, namely 

cultural relativity. Balinese customary inheritance law has shifted where women 

are starting to be counted as heirs based on the Decree of the Supreme 

Pesamuhan Pakraman Village Bali Bali Number 01/KEP/PSM-3/MDP 

Bali/X/2010. However, the Decree is only a guideline for the Balinese indigenous 

people, not Balinese customary law. The legitimacy of women as heirs needs to be 

carried out in the renewal of Balinese customary inheritance laws based on the 

protection of human rights and gender equality. 

 

Keywords: inheritance, Balinese custom, women. 
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